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ABSTRAK

Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan
aktifitas masyarakat sehari-hari. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal
beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, yang dalam perkembangannya, dari berbagai
macam bentuk tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami
perkembangan yang begitu kompleks. Karena jika melihat objek yang dipalsukan
yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dalam KUHP dirumuskan dalam
beberapa pasal, secara umum dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam hukum Islam,
disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu jarimah apabila
memenuhi tiga unsur jarimah (al-rukn al-syar’i, al-rukn al-maddz dan al-rukn al-
adabi). Adapun jarimah sendiri dibagi kedalam tiga kelompok (hudud, qisas/diyat
dan ta’zir). Jarimah hudud dan gisag/diyat merupakan jarimah yang bentuk dan
sanksinya telah ditentukan oleh syara’, sedangkan jarimah tazir merupakan jarimah
yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh ulil amri. Berdasarkan hal itu,
pertanyaannya adalah bagaimana rumusan tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263
ayat (1) KUHP) perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah
deskriptif analitik, sementara sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua sumber
hukum (bahan hukum primer dan sekunder). Dan tehnik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan
data tertulis seperti buku-buku tentang teori, pendapat, dalil/hukum-hukum dan lain-
lain yang ada relevansinya dengan pokok masalah. Kemudian, dianalisis dengan cara
menghubungkan antar data untuk mendapat kesimpulan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pemalsuan surat (Pasal 263 ayat 1
KUHP) adalah berupa membuat palsu atau memalsu, yaitu membuat surat palsu atau
juga merubah surat dari kondisi aslinya dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, sehingga
dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Ditinjau dari
hukum Islam, pemalsuan surat dapat digolongkan sebagai jarimah, dikarenakan
tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini
memenuhi unsur-unsur jarimah. Adapun untuk kategorisasinya adalah sebagai
jarimah tazir, oleh karenanya perbuatan ini penentuan sanksinya dilakukan oleh ulil
amri dengan kadar yang disesuaikan dengan kemashlahatan. Adapun hasil dari
penelitian, menurut hukum Islam bahwa sanksi ta’zir yang dapat diberikan bagi
pelaku kejahatan pemalsuan surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) adalah hukuman jilid
atau cambuk dan pengasingan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari
pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987
dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus,

sebagai berikut :

Huruf Arab Huruf Latin
| Tidak dilambangkan
- B
< T
& S
z J
d H
¢ Kh
2 D
3 V4
J R
J z
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2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal

I s|Z|Z|rxlo0o|lTnlo

“

<

Huruf Latin

A

Xii




b. Vokal Rangkap :

Tanda Huruf Latin
s Ai
5 Au
Contoh :
S - kaifa ds - haula
c. Vokal Panjang (maddah)
Tanda Huruf Latin
f A
s A
s I
5 U
Contoh :
Jé ----qgala Jié - qila

@ ----rama ds& ----yaqalu
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3. Ta’ Marbiitah
a. Transliterasi ta” marbifah hidup adalah "t".
b. Transliterasi ta” marbitah mati adalah "h".
c. Jika ta’ marbatah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "J" ("al-"),

dan bacaannya terpisah, maka ta” marbitah tersebut ditransliterasikan dengan

"h".
Contoh :
Juib¥l &gy -mmm-- raudatul affal, atau raudah al-a#fal
5 siall Aprall oo al-Madinatul Munawwarah, atau al-Madinah
al- Munawwarah
dallh - Talhatu atau 7alfah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydzd)
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik

ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :
Bt p— nazzala
ol e al-birru
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5. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang alif + lam ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda

penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf gamariyyah maupun huruf
syamsiyyah.

Contoh :

B al-galamu

oadd) —emee- al-syamsu

6. Huruf Kapital
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti
ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan
huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.
Contoh :

TR IV Dy— Wa ma Musammadun illa rasil

XV
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi di bidang kehidupan seiring dengan tuntunan
perkembangan jaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan
kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu
peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu
pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu
negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan
kemajuan yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat
disangkal. Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang
maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian dibidang ekonomi,
ilmu pengetahuan dan teknologi selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan
peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan sosial.
Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan
tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa



suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang
dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya menyangkut
masalah sosial, adalah luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu
bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam
bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi
semangat kemanusian, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif.
Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalah
gunakan, dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari
berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguam ketentraman,
ketengan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materil maupun
immaterial yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.’

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam
masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk
dan perkembangannnya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat
intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Sebagai salah satu contoh kasus pemalsuan surat adalah pemalsuan
surat keputusan Mahkamah Konstitusi. Kasus pemalsuan surat tersebut
terungkap setelah ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD melaporkan

mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati atas dugaan

! Yudi Wiyono, Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana
Pemalsuan ljazah, www.indoskripsi.com, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

2 |bid.


http://www.indoskripsi.com/

pemalsuan dokumen Negara. Dari penyelidikan yang telah dilakukan,
penyidik sudah menangkap dan menahan seorang tersangka terkait kasus
tersebut yakni juru panggil Mahkamah Konstitusi, Masyhuri Hasan yang
diduga memalsukan surat putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, Masyhuri Hasan terbukti
mengirimkan surat Nomor 112/PAN.MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009
kepada Komisi Pemilihan Umum. Surat itu berisi tentang penjelasan yang
tidak  sesuai dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
84/PHPU.C/V11/2009 tentang sengketa pemilihan legislatif daerah pemilihan
Sulawesi Selatan I. Karena perbuatannya, Masyhuri Hasan didakwa dengan
Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Masyhuri Hasan terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Majelis hakim
akhirnya menjatuhkan pidana selama satu tahun enam bulan penjara kepada
terdakwa.’

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan
adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak
benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar
seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa

bentuk kejahatan pemalsuan, antaralain sumpah palsu, pemalsuan uang,

¥ www.detiknews.com, diakses tanggal 15 Desember 2011.

* Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), him. 3.
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pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Dalam
perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut,
tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu
kompleks. Karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat,
maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai
akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas
masyarakat sehari-hari. Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini Wirjono
Projodikoro mengatakan, tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 KUHP
dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (valsheid in geschriften)”. Dengan
kualifikasi pada macam surat, ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak,
suatu perikatan atau pembebasan hutang, ke-2: surat yang ditujukan untuk
membuktikan suatu kejadian.’

Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:
Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh oranglain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.®

Pasal 263 ayat 1 KUHP di atas mengandung unsur-unsur perbuatan
pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif

a. Perbuatan:

® Yudi Wiyono, Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana
Pemalsuan ljazah dalam www.indoskripsi.com, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

® Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), him. 96.
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1) Membuat palsu;
2) Memalsu.
b. Objeknya yakni surat:
1) yang dapat menimbulkan suatu hak;
2) yang menimbulkan suatu perikatan;
3) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan
4) yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.
c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pamakaian surat tersebut.
2. Unsur subjektif
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.’
Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan
kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan surat berpotensi
untuk menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Maka, disinilah

hukum Islam harus berperan untuk mencegahnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat
dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu bagaimana
unsur dan hukuman tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 ayat (1)

KUHP perspektif hukum Islam ?

" Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), him. 98-99.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur
dan hukuman tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP)
perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu Hukum Pidana Islam yang
diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan Jinayah
Siyasah dan masyarakat pada umumnya.

b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para

praktisi hukum dalam menerapkan hukum dalam hal pemalsuan surat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini belum
banyak menemukan penelitian yang membahas tentang tindak pidana
pemalsuan surat, khusunya mengenai tindak pidana pemalsuan surat (pasal
263 ayat 1 KUHP) perspektif hukum Islam. Untuk mendukung persoalan
yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penulis berusaha melakukan

penelitian pada literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi subjek



penelitian ini, sehingga dapat diketehui posisi penulis dalam melakukan
penelitian.

Beberapa buku yang pernah penulis temukan yang berkaitan dengan
tindak pidana pemalsuan surat, diantaranya adalah buku karya Adami
Chazawi dengan judul Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Buku ini menjelaskan
setiap rumusan norma-norma kejahatan pemalsuan dalam buku Il Bab IX, X,
XI dan XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan cara mengurai
unsur-unsur kejahatan satu demi satu dengan membedakan antara unsur yang
bersifat objektif dan yang bersifat subjektif.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak
Pidana Tertentu Di Indonesia, mengurai pasal-pasal dari Buku Il dan Buku 111
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat perumusan tindak-tindak
pidana tertentu yang diantaranya membahas juga kejahatan mengenai
pemalsuan.

Dari beberapa buku yang telah penulis paparkan diatas, tidak ada yang
memfokuskan kajiannya mengenai tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263

ayat 1 KUHP) perspektif hukum Islam.

. Kerangka Teoritik

Figh jinayah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai
kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan
perbuatannya. Dalam figh jinayah dibicarakan pula upaya preventif,

rehabilitatif, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi



kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman.? Kejahatan atau tindak
pidana dalam figh jinayah disebut sebagai jarimah. Dari segi bahasa jarimah
merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang artinya berbuat
salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, Al-

mawardi memberikan pengertian jarimah sebagai berikut:

? nas 5l dag Lde Jad il ja ) Ae 5d & shase ol el

Dalam figh jinayah istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan
jarimah yaitu segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah
dan diancam dengan hukuman baik hadd ataupun ta’zir, larangan-larangan
tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.*

Suatu perbuatan dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman
hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan

nama unsur formil (al-rukn al-syar 7).

® A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesiakan
Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 138.

% Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Dar al-Baby al-Halaby,
1973), him. 219.

0 juhaya S. Praja dan Ahmad Sihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di
Indonesia, (Bandung: Angkasa, tt), him. 77.



2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
Unsur ini dikenal dengan nama unsur materil (al-rukn al-maddz).

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat
memahami taklif artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini
dikenal dengan nama unsur moral (al-rukn al-adabi).™

Konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap
perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara’. Larangan ini timbul karena perbuatan-
perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
dengan adanya suatu larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup
masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk sesuatu dapat
dipertahankan bila disertai sanksi (hukuman).*?

Sanksi (hukuman) menurut Abd al-Qodir Awdah adalah:

Sanksi atau hukuman dalam Islam dapat dikelompokan dalam

beberapa jenis diantaranya:

1 A. Djazuli, Figh Jinayah, him. 3.
2 1bid., him 4.

3 Abd al-Qodir Awdah, At-Tasyri’ al-Jinaf al-Islami Mugoronan bi al-Qonun al-Wad T,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi,1994), him. 609.
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1. Hukuman ditinjau dari segi ada tidaknya nas dalam Al-Qur’an dan Hadis,

maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

a.

b.

Hukuman yang ada nashnya, yaitu hadd, gisas, diyat dan kafarah.
Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini ndisebut hukuman

ta’zir.

2. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman,

maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

a.

Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat
mengurangi dan menambah batas tersebut, seperti hukuman hadd.

Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas
terendah, maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan
kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam

dengan ta zir.

3. Hukuman ditinjau dari sasaran hukuman, maka hukuman dapat dibagi

menjadi empat:

a.

Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan
manusia, seperti jilid.

Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.

Hukuman vyang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti
hukuman penjara dan pengasingan.

Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harata seperti

diyat, denda dan perampasan.**

¥ A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) him. 30.
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Dalam figh jinayah, jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam
dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama
membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta
ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur’an dan Hadis. Atas dasar itu maka para
ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman
hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman hadd (hak Allah).

2. Jarimah gisas/diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman gisas
atau diyat. Baik hukuman gisas maupun diyat merupakan hukuman yang
telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi
menjadi hak perorangan (sikorban dan walinya), ini berbeda dengan
hukuman hadd yang menjadi hak Allah semata.

3. Jarimah ta zir yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman
hadd atau kafarat dan tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur’an dan
Hadis.

Jarimah ta zir terbagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah hudud atau gisas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat,
namun sudah merupakan maksiat.

2. Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan Al-Qur’an dan Hadis hamun tidak

ditentukan sanksinya.
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3. Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan
umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan
kemaslahatan umum. ™

Hukuman-hukuman ta’zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari
hukuman paling ringan sampai berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih
hukuman-hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan jarimah serta
diri pembuatnya. Hukuman-hukuman ta ’zir antara lain:

1. Hukuman mati;

2. Hukuman jilid;

3. Hukuman kawalan (penjara kurungan);

4. Hukuman salib;

5. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih) dan peringatan (al-Wa 'dhu);

6. Hukuman pengucilan (Al-hajru), dan

7. Hukuman denda (Al-Gharamah).*®

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk
mendapatkan data yang dapat dipergunaakan adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

5 1bid. him.13.

16 A, Hasan Gaos dan Andewi Suhartini, Dsar-Dasar Figh Jinayah, (Bandung: CV. Insan
Mandiri, 2005), him. 217.
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Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kajian pustaka
atau literatur (library research), yaitu penelitian yang sumber datanya
diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan pokok
masalah yang akan dibahas. Penulis akan menggunakan fasilitas
kepustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, jurnal, makalah, artikel
dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok masalah
skripsi ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan
tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua
system hokum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian

diambil suatu kesimpulan.

. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua sumber hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang bersumber dari fikih jinayah dan KUHP.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur seperti buku-buku,
artikel, majalah yang menunjang yang berkaitan dengan tindak pidana
pemalsuan surat.

. Teknik pengumpulan data
Teknik yang penulis lakukan dalam rangka mencari dan

mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (library reseach),

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari,

menelaah memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai
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literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah
yang penulis ambil yakni tindak pidana pemalsuan surat.
4. Analisi data
Analisa yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu
analisi untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada
angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas. Kemudian, untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat
dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik
primer atau sekunder.
b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan
sesuai dengan perumusan masalah.

c. Menarik kesimpulan hasil analisi tentang masalah yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis
akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahsan
skripsi ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
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telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana
menurut hukum Islam, yang didalamnya memuat pengertian, unsur-unsur dan
macam-macam tindak pidan serta pengertian, unsur-unsur dan macam-macam
sanksi.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum tindak pidana pemalsuan
surat dalam hukum pidana Indonesia yang didalamnya memuat pengertian,
macam-macam serta motif pemalsuan surat. Dibahas juga dalam bab ini
tentang tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1
KUHP serta sanksi pidananya.

Baba keempat berisi tentang analisis terhadap tindak pidana pemalsuan
surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) perspektif hukum Islam.

Bab kelima berupa kesimpulan akhir dan saran-saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan
kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan surat berpotensi
untuk menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan
penelitian mengenai tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat (1)
KUHP) perspektif hukum Islam di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa
tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP) dalam hukum Islam
dapat dikatagorikan sebagai jarimah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa
tindak pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan tindakan yang
dilarang oleh syara’ dan dapat merusak atau merugikan kehidupan baik
individu, masyarakat maupun negara. Katagorisasi jarimahnya sendiri
temasuk ke dalam jarimah ta’zir, dimana berat ringannya hukuman
diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad ulil amri berdasarkan pertimbangan
dipersidangan sesuai dengan kemaslahatan (sesuai kaidah: berat ringannya
sanksi ta’zir diserahkan kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya
kejahatan yang dilakukan). Kemudian, menurut hukum Islam bahwa sanksi
bagi pelaku pemalsuan Surat (pasal 263 ayat (1) KUHP) ini dapat juga
diberikan hukuman seperti yang pernah Umar bin Khatab lakukan yaitu
dengan hukuman jilid atau cambuk dan pengasingan. Tindak pidana dalam

pasal 263 ayat (1) KUHP juga bertentangan dengan firman Allah swt yang
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melarang manusia melakukan kejahatan, baik dengan berbuat dusta maupun
menggunakan cara yang batil atau tidak benar (surat Al-Hajj: 30, An-Nissa:
29, At-Taubah: 119 dan surat Qaaf: 18). Bertentangan juga dengan perintah
Nabi SAW yang melarang berdusta dan memberikan kerugian atau kesulitan
bagi orang lain, “karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan
sedangkan kejhatan itu mengantarkan ke neraka” dan “tidak boleh
memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”. Selain itu, tindak pidana
dalam pasal 263 ayat 1 KUHP harus dicegah sedapat mungkin karena akan
merusak tujuan dari hukum Islam yaitu untuk menjaga sendi-sendi kehidupan

manusia.

Saran-Saran

Disamping dirumuskan kesimpulan, penulis memandang perlu

menyampaikan saran berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu:

1. Upaya menelaah lebih jauh mengenai tindak pidana pemalsuan surat,
misalnya terhadap pasal-pasal pemalsuan surat yang diperberat.

2. Kejahatan pemalsuan surat kualitasnya terus meningkat, oleh karena itu
perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.
Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan aparat penegak
hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat misalnya dalam hal

penguasaaan teknologi informatika.
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Lampiran |

HALAMAN TERJEMAHAN
BAB I

No | HIm | F.N. Terjemah

01| 8 9 | Larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan
hukuman had atau takzir.

02| 9 13 | Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’
yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

BAB II

03 | 16 3 |Jinayah adalah sutu perbuatan yang dilarang oleh syara baik
perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.

04 | 18 7 | Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman
tanpa adanya nash (aturan pidana).

05 | 18 8 | Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya
aturan.

06 | 24 | 19 | Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan
kadar hukumnya oleh sara dan menjadi kekuasaan waliyyul amri
atau hakim.

07 | 28 | 27 | Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan
penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi),
pasti Allah akan menolongnya.

08 | 29 | 31 | Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan.




09

10

11

29

29

34

32

33

46

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha Melihat.

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang
menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah
memberi jalan lain kepadanya.

BAB IV
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15

73

75

76

76

At-Tazwir adalah meniru sesuatu agar dikira bahwa barang yang
dipalsukan itu adalah asli, meskipun sebenarnya bukan.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah
orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan
mereka Itulah orang-orang pendusta.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
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83
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hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Maka barangsiapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah
itu, Maka merekalah orang-orang yang zalim.

Ibnu Mas’ud ra. Menerangkan bahwa Nabi saw. Bersabda,
“sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan
kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu berbuat
jujur hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan
sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Sedangkan
kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang akan selalu
berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.

Abuhurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: tanda seorang
munafik itu ada tiga: 1. Jika berkata-kata dusta; 2. Jika berjanji
menyalahi janji; 3. Jika diamanati khianat.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia mengatakan: Rasulullah saw. bersabda:
‘Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan.

Meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan.

Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau
kaffarat adalah jarimah takzir.

Syari’at menerapkan kaidah ‘Tidak ada tindak pidana dan tidak
ada hukuman tanpa adanya aturan’ dengan penerapan yang
longgar (fleksibel) pada jarimah-jarimah takzir.




Lampiran 11

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

BUKU KEDUA
KEJAHATAN

BAB XlI

PEMALSUAN SURAT
PASAL 263

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebutdapat menimbulkan kerugian,
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjarapaling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengajamemakai
surat palsuatau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika
pemakaian surat itudapat menimbulkan kerugian.
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